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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Lingkungan hunian yang tepatnya berada di kawasan Perumahan TNI-

AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terjadi salah satu 

kegiatan muamalah yaitu sewa-menyewa, kegiatan ini mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita 

tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan 

sehari-hari, seandainya sewa menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum. 

Sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. 

Dalam hal ini terjadi sewa-menyewa tanah di lingkungan fasum 

Perumahan Non Dinas TNI-AL yang berlokasi di Desa Sugihwaras 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011. Sedangkan yang 

dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan 

umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum.
1
 

Perumahan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Brigjen Mar Machmud 

Tadjir  sebagai ketua BALADIARUMAL (Badan Pengelola dan Penyedia 

Perumahan TNI-AL) pada tahun 1994-1998. Pada tahum 1998-2015 sampai 

sekarng berganti nama menjadi YASBHUM (Yayasan Sosial Bhumyamca) 

berfungsi sebagai pemelihara, pengelola dan penyedia rumah angkatan laut 

                                                           
1
 http://kbbi.web.id/fasilitas diakses pada tanggal 3 Mei 2015 

http://kbbi.web.id/fasilitas
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atau development yang sekarang ini dipimpin oleh Kolonel Laut Ignatius 

Bobby Padawangi.
2
  

Berdasarkan pengamatan sementara bahwa banyaknya tanah fasum 

yang ada di perumahan ini sekitar kurang lebih 10.000 m
2
 yang disewakan, 

yang sebagaian besar digunakan untuk pendirian toko dan stand buat 

pedagang. Pihak yang menyewakan tanah fasum adalah pengurus RW 05 

Desa Sugihwaras  yang tinggal di perumahan itu dengan izin lisan kepada 

pengembang, alasan pengurus RW 05 menyewakan tanah fasum tersebut 

dikarenakan tidak dimanfaatkan atau ditelantarakan oleh pemerintah.  

Islam juga menerangkan apabila seorang muslim memiliki tanah, 

maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut. Islam sama sekali tidak 

menyukai dikosongkannya tanah, sebab hal tersebut berarti menghilangkan 

nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah melarang keras disia-

siakannya harta. Dalam hal ini penyewa atau  masyarakat sangat 

membutuhkan tanah tersebut yang tujuannya digunakan untuk kesejahteraan 

perekonomian  masyarakat di sekitar desa tersebut dan penggunaan hasil 

sewa oleh pihak yang menyewakan juga digunakan untuk kepentingan umum. 

Menurut keterangan dari Bapak Sholeman yang bekerja di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Bina Marga bahwa tanah fasum ini terkena lintasan 

proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat yang akan selesai tahun 2014. 
3
 

 

                                                           
2
 Ari,Wawancara, Sidoarjo, 17 September 2014. 

3
 Sholeman, Wawancara, Sidoarjo,  17 November 2014. 
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Tanah fasum ini juga sudah diserahkan Pengembang kepada 

pemerintah daerah pada tahun 2011 dan dijelaskan juga bahwa dalam urusan 

sewa menyewa tanah fasum di Perumahan itu harus berurusan dengan Pemda 

walaupun tanah fasum itu sudah diserahkan ataupun tidak diserahkan ke 

Pemerintah Daerah.
4
 Diterangkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan, Sarana, dan 

Utilitas Perumahan dan Pemukiman Daerah dalam pasal 22 disebutkan bahwa 

pengelolaan prasarana, sarana, utilitas yang telah diserahkan kepada 

pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 

yang bersangkutan.
5
 

 Dalam teori kepemilikan didefinisikan sebagai kekhususan terdapat 

pemilik suatu barang menurut syariah untuk bertindak secara bebas  yang 

bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.
6
 

Barang yang disewa harus barang yang dapat diserahkan dan dapat 

dipinjamkan.
7
 Maka tanah fasum dalam hal ini sebenarnya yang menguasai 

adalah pemerintah,  bukan  pengembang perumahan tersebut, tetapi 

masyarakat di sekitar perumahan memanfaatkan tanah yang menganggur 

karena sampai saat ini tanah fasum yang digunakan untuk proyek 

pembangunan Jalan Lingkar Barat kenyataannya belum selesai juga di tahun 

2015.  

                                                           
4
 Bambang, Wawancara, Sidoarjo, 27 September 2014. 

5
http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tahu

n%202009.pdf diakses tanggal 13 januari 2015 
6
 Nawawi Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 57. 

7
 Ahmad Isa ‘Asyur, Fiqhul Muyassar Fil Mu’amalat, ( CV Pustaka Mantiq, 1995), 99. 

http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tahun%202009.pdf
http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tahun%202009.pdf
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Berdasarkan dari kenyataan di atas, penyewaan tanah fasum tampak 

bertentangan dengan norma-norma sewa-menyewa. Atas daripada itu, penulis 

tertarik dan mencoba untuk menganalisis praktik sewa menyewa tanah fasum 

melalui suatu penelitian dengan judul: ‚Analisis Hukum Islam Tentang Sewa 

Menyewa Tanah Fasum YASBHUM ‛ (Studi Kasus di Perumahan TNI-AL 

Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah 

yang muncul diantaranya: 

a. Praktik sewa menyewa tanah fasum YASBHUM yang belum 

dimanfaatkan oleh Pemerintah yang berlokasi di Perumahan TNI-AL 

Desa Sugihwaras Kecamatan Candi  Kabupaten Sidoarjo. 

b. Analisis Hukum Islam tentang sewa menyewa tanah fasum  

YASBHUM yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah yang 

berlokasi di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi  

Kabupaten Sidoarjo. 

c. Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Candi  

Kabupaten Sidoarjo. 

d. Pengaruh Pemerintah tidak memanfaatkan tanah fasum di Perumahan 

TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi  Kabupaten Sidoarjo. 
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e. Tindakan Pemerintah mengetahui tanah fasum dimanfaatkan oleh 

Rukun Warga di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan 

Candi  Kabupaten Sidoarjo. 

2. Batasan Masalah  

Dari beberapa masalah tercantum di atas masih bersifat umum, 

sehinggah diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya 

supaya lebih terarah pada ruang lingkup dan permasalahannya yakni 

sebagai berikut:  

a. Praktik sewa menyewa tanah fasum YASBHUM yang belum 

dimanfaatkan oleh Pemerintah yang berlokasi di Perumahan TNI-AL 

Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo. 

b. Analisis Hukum Islam tentang sewa menyewa tanah fasum   

YASBHUM yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah yang 

berlokasi di Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Agar lebih jelas dan terarah, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah fasum YASBHUM yang belum 

dimanfaatkan oleh pemerintah yang berlokasi di Perumahan TNI-AL 

Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo? 
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2. Bagaimana Analisis hukum Islam tentang sewa-menyewa tanah fasum  

YASBHUM yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah yang berlokasi di 

Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo? 

 

D. Kajian pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti 

untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian tersebut.
8
  

Maka penulis menemukan penelitian  yang membahas masalah 

‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang 

Dikelola Kelompok Tani di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo‛ yang ditulis oleh Selamet Riyadin. Skripsi ini memberi kesimpulan, 

sistem sewa selama ini dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam. Sebab, pelaksanaan sewa-menyewa yang mereka laksanakan ada unsur 

paksaan.
9
 

Ada lagi yang dibahas oleh Afif Rahman ‚Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan 

Sidayu Kabupaaten Gresik‛. Skripsi ini memberikan kesimpulan, perjanjian 

sewa-menyewa tanah lahan pertanian tidak sah menurut ketentuan hukum 

                                                           
8
 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi, 

Cetakan V, 2014), 8. 
9
 Selamet Riyadin, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang Dikelola 

Kelompok Tani di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo‛ (Skripsi –IAIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2010. 
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Islam karena mengandung unsur merugikan salah satu pihak dan saat 

melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah, diharapkan melakukan perjanjian 

secara tertulis adanya hitam di atas putih, jangan melakukan perjanjian sewa 

menyewa tanah hanya secara lisan.
10

 

Selain itu ada yang membahas ‚Analisis Hukum Islam dan Undang 

Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah 

Menjadi Tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik‛. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa 

tanah sawah dijadikan tambak adalah tidak menggunakan hukum adat tetapi 

sudah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan 

bukti adanya surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan 

dilakukan dihadapan kepala desa setempat. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa mengenai praktek pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah dijadikan 

tambak tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena praktek 

sewa-menyewa tersebut adalah termasuk dalam kategori bermuamalah dalam 

Islam yang hukumnya adalah mubah (diperbolehkan).
11

 

Berdasarkan penelusuran kepustakan di atas yang telah penulis 

temukan, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji 

penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dari segi obyek, masalah 

dan tempat penelitian yang berbeda. 

                                                           
10

 Afif Rahman, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa 

Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaaten Gresik‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013. 
11

 Muhammad Fathur Rahman, ‚Analisis Hukum Islam dan Undang Undang Pokok Agraria 

Terhdap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak di Desa Mojopurogede 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik‛ ( Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa tanah fasum YASBHUM yang 

berlokasi di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi Sidoarjo 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang sewa menyewa tanah 

fasum YASBHUM di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Candi 

Sidoarjo 

 

F.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan 

dan pengetahuan tentang sewa tanah fasum YASBHUM di Desa 

Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat 

dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang sewa 

tanah dalam hukum Islam. 

2. Secara praktis, sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan sewa tanah fasum. 

 

G. Definisi operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai 

judul yang telah penulis ajukan yakni Analisis Hukum Islam Tentang Sewa 
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Menyewa Tanah fasum YASBHUM (Studi Kasus di Perumahan TNI-AL 

Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), maka penulis 

jelaskan beberapa istilah operasional sebagai berikut: 

Hukum Islam : Ketentuan hukum Islam mengenai ija>rah yang 

tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta 

pendapat para ulama Fikih. 

Sewa tanah : Perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tanah yang 

diberikan oleh pihak yang menyewakan dan pihak 

penyewa memberikan uang sewa yang berlokasi di 

Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo.  

Tanah fasum  : Tanah fasilitas umum yang diadakan untuk 

kepentingan umum seperti pembuatan jalan, 

pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan air 

bersih, sarana olahraga (Pemendagri No 9 Tahun 

2009)
12

 yang dikelola oleh YASBHUM (Yayasan 

Sosial Bhumyamca TNI-AL) yang berlokasi di 

Perumahan TNI-AL Sugihwaras Candi Sidoarjo. 

 

 

 

 

                                                           
12

http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tah

un%202009.pdf diakses pada tanggal 15 Februari 2015. 

YASBHUM 

http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tahun%202009.pdf
http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20No%209%20Tahun%202009.pdf
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H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara 

terarah dan sistematika, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut:  

1. Data yang dikumpulkan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat tentang sewa tanah 

fasum yang dilaksanakan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo.  

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentang 

pelaksanaan sewa tanah fasum YASBHUM yang selama ini telah 

dilakukan di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo, di antaranya yaitu:  

1) Data tentang obyek yang disewakan (tanah fasum) 

2) Data tentang pelaku sewa tanah fasum 

3) Data tentang perjanjian sewa-menyewa tanah fasum 

4) Data lain tentang berbagai ketentuan yang terkait sewa menyewa 

tanah fasum 

5) Ketentuan mengenai fasum dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

maka sumber data yang diperlukan yaitu: 
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a. Sumber data primer adalah data yang diterima langsung dari objek 

yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data 

yang kongkrit.
13

 Data tentang pelaku, perjanjian sewa menyewa, dan 

ketentuan yang terkait sewa menyewa digali dari sumber data primer 

yang berupa para responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

sewa menyewa tanah fasum, yaitu Pihak penyewa (orang-orang yang 

menyewa tanah di perumahan TNI AL Sugihwaras Candi Sidoarjo), 

dan Pihak yang menyewakan (pengurus RW). 

b. Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh 

peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia.
14

 Data tentang obyek yang disewakan 

(tanah fasum) digali dari sumber data sekunder yang berupa dokumen 

tentang tanah fasum yang dikeluarkan oleh :  

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (site plan jalan lingkar 

barat Sidoarjo 2013) 

2) BAPPEDA (daftar perumahan yang menyerahkan fasilitas umum)  

3) YASBHUM ( denah perumahan TNI-AL Candi Sidoarjo) 

4) Peraturan perundang-undangan mengenai tanah fasum 

(Pemendagri No 9 tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana 

Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan 

                                                           
13

 Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2005), 55. 
14

 Azwar Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.  
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Kepada Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Permukiman ) 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

beberapa cara, antara lain: 

a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.
15

 Data yang 

bersumber dari para responden dikumpulkan melalui wawancara 

kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk diwawancarai. 

Orang yang diwawancarai baik penyewa maupun yang menyewakan 

tersebut berjumlah 15 orang. Pihak penyewa yaitu Bapak Ilham,Bapak 

Tukin, Bapak Kardi, Bapak Zaini, Bapak Nanang, Bapak Ari, Ibu 

Novi, Ibu Anton, Ibu Suroso, dan Ibu Ririn. Pihak yang menyewakan 

(Pengurus RW) yaitu Bapak Sukowiyono, Bapak Gunawan, Bapak 

Purwanto,Bapak Iskandar, dan Bapak Gentur. 

b. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dari data tertulis.
16

 Data yang bersumber dari dokumen dikumpulkan 

melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan data sewa tanah fasum di Desa 

Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

                                                           
15

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), 138. 
16

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka,2013), 208.  
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4. Teknik Pengolahan data 

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan 

bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan
17

 

b. Organizing adalah mengatur dan menyunsun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan untuk menyunsun skripsi ini dengan 

baik.
 18

 

c. Analizing adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut 

untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada. 

5.  Teknik Analisis Data 

Taknik analisis data adalah mengorganisasikan data yang 

terkumpul yang meliputi  catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, 

foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).
19

 

Teknik deskriptif analisis adalah penelitian yang 

menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh dilapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap 

fakta-fakta yang ada dan memberi penilaian terhadap permasalahan yang 

                                                           
17

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi ..., 182. 
18

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi , (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2013), 142. 
19

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum ..., 290. 
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diangkat melalui interprestasi yang tepat dan akurat untuk diambil 

kesimpulan.  

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendiskripsikan 

persoalan-persoalan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah fasum di 

Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo kemudian dianalisis menurut hukum Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis 

membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi 

dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut: 

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang konsep al-

ija>rah dalam hukum Islam, yang merupakan kajian dari beberapa literatur 

atau kitab-kitab fiqih untuk memahami fenomena yang terjadi dalam 

perkembangan sistem ekonomi Islam. Bab ini menjelaskan tentang 

pengertian dan landasan hukum al-ija>rah,  rukun dan syarat sahnya al-ija>rah, 

hal-hal yang membatalkan al-ija>rah. 
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Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi tentang perjanjian, 

obyek, dan pelaku sewa menyewa tanah fasum di Perumahan TNI-AL Desa 

Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 

 Bab keempat merupakan analisis terhadap sudut kepemilikan dari 

obyek sewa  dan analisis hukum Islam penggunaan hasil sewa menyewa tanah 

fasum di Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo. 

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran dari analisis terhadap praktik sewa-menyewa tanah fasum di 

Perumahan TNI-AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 

. 


